
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 57 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 75 TAH r 20 9 E A G RENCANA KERJA PERAN KAT DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 

Menimb ng 

Mengingat 

DE GA A NG MA A SA 

BUPATI TA MALAYA, 

a, bahwa untuk melaksa akan ketentuan Pasal 367 aya t (1) 
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( OV -19) te 
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gan eba ' an dimaksud 
u b , per u men ta an Peraturan 

g Perubah Atas Peraturan Bupati 
Tahun 2019 entang Rencana Ketja 

Perangkat Dae h Kabupa en Ta ikmalaya Tahun 2020; 

I , Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 ten tang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 



2 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
3 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tabun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 

S. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telab diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tabun 2014 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) supaya 
disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 26 
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintab Nomor 26 Tahun 2008 Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 77, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telab diubab 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 



3 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 , Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6 402 ; 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6323) ; 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) Tahun 2020 - 2024; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan J angka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahunn 
2017 Nomor 1312); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 

tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2020; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2020; 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 
Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64) ; 
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010, 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2009-2029; 
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18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 
tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan 
Tahun 2010-2029; 

19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah 
Tahun 2010 Nomor 79 Seri E) ; 

20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 32 Tahun 
2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025; 

22 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 

2011 ten tang Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 15) ; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 20 12 Nomor 2); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Nomor 10 Tahun 
20 14 tentang Sistem Perencanaan Pemba ngunan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 1) ; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan 
Pemerin tah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3) ; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 5), 
sebagaimanat telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 ; 
28. Perauran Bupati Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2020 tentang 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2020; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN 

TASIKMALAYA TAHUN 2020. 

Pasal I 

Ketentuan uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam lampiran Peraturan 
Bupati Tasikrnalaya Nomor 75 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahu n 2019 Nomor 75) diubah sebagaimana tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pera turan Bu pati ini. 

Pasal lI 

Pera ran Bupati in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setia p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan P raturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupa ten Ta ik alaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 7 Agustus 2026 

SEKRETA IS DAERAH 

KABUPATEN TASI ALAYA 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 7 Agustus 2020 

,r 
SUGIANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 57 


